
DAERAH

VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban 

MISI TUJUAN
INDIKATOR 

TUJUAN
RUMUS SASARAN

INDIKATOR 

SASARAN
RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM

CAPAIAN 

PROGRAM
INDIKATOR RUMUS

Misi 3 : 

Mewujudkan 

tata kelola 

pemerintahan 

daerah yang 

baik

Terwujudnya 

masyarakat Bogor 

maju dan 

penyelenggaraan 

pemerintahan yang 

berkualitas

Indeks 

Reformasi 

Birokrasi

Tata kelola 

Pemerintahan 

yang baik, 

bersih dan 

efektif 

Nilai AKIP Peningkatan penerapan 

reformasi birokrasi

Meningkatkan kapasitas 

kinerja ASN

Program Kepegawaian 

Daerah

Tercapainya nilai 

sistem merit aspek 

kepegawaian

Nilai Sistem Merit  aspek 

kepegawaian

Jml. Nilai Aspek (

Perencanaan Kebutuhuan + 

Pengadaan + Pengembangan 

Karier + Promosi dan Mutasi/Rotasi 

+

Manajemen Kinerja + Penggajian, 

Penghargaan dan Disiplin + 

Perlindungan dan Pelayanan + 

Sistem Informasi) - Jml nilai Sub 

Aspek ( Ketersediaan strategi dan 

program untuk mengatasi 

kesenjangan kompetensi dan kinerja 

dalam  + Penyelenggaraan Diklat 

untuk mengatasi kesenjangan + 

Pelaksanaan peningkatan 

kompetensi melalui praktik kerja dan 

pertukaran pegawai + pelaksanaan 

peningkatan kompetensi melalui 

coaching, counseling dan mentoring 

+ Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/ 

Pelatihan Dasar bagi CALON PNS)

Rasio Pegawai Pendidikan 

Tinggi dan Menengah/Dasar 

(%) (PNS tidak termasuk guru 

dan tenaga kesehatan)

Jml. PNS berpendidikan Tinggi 

(D1,D2,D3,S1,S2,S3) / Jml. PNS 

berpendidikan (SD, SMP,SMA)

Rasio Pegawai Fungsional (%) 

(PNS tidak termasuk guru dan 

tenaga kesehatan)

Jml. PNS Fungsional / Jml. PNS 

Kab.Bogor

Program 

Pengembangan 

Sumberdaya Manusia

Tercapainya nilai 

sistem merit aspek 

pengembangan SDM

Nilai Sistem Merit  aspek 

pengembangan sumber daya 

manusia

Jml Nilai (Aspek Aspek Pengadaan 

Sub Aspek (Pelaksanaan LPJ 

(Pelatihan Prajabatan/ Pelatihan 

Dasar bagi CALON PNS)) + Nilai 

Aspek Pengembangan Karier Sub 

Aspek ( Ketersediaan strategi dan 

program untuk mengatasi 

kesenjangan kompetensi dan kinerja 

dalam  + Penyelenggaraan Diklat 

untuk mengatasi kesenjangan + 

Pelaksanaan peningkatan 

kompetensi melalui praktik kerja dan 

pertukaran pegawai + pelaksanaan 

peningkatan kompetensi melalui 

coaching, counseling dan 

mentoring)

Presentase Pemenuhan 

Pengembangan Kompetensi 

20 JP / Tahun ASN Kab. Bogor

(Jml. ASN yang mengikuti PK >=20 

Jp / Jml ASN Kab. Bogor ) X 100%

Rasio Jabatan Fungsional 

bersertifikat Kompetensi (%) 

(PNS tidak termasuk guru dan 

tenaga kesehatan)

(Jml. PNS Fung. Bersertikat 

kompetensi / Jml PNS Fung) X 

100%

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

PERANGKAT 

DAERAH

TUJUAN
INDIKATOR 

TUJUAN
RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM

CAPAIAN 

PROGRAM
INDIKATOR RUMUS KEGIATAN GRAND OUTPUT INDIKATOR RUMUS SUB KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR RUMUS

Terwujudnya 

ASN yang 

Profesional

Indeks Profesionalitas 

ASN

Penjumlahan dari 

perhitungan dimensi 

(Kualifikasi + 

Kompetensi + Kinerja 

+ disiplin)

Meningkatnya Kualitas 

Penyelenggaraan 

Manajemen ASN 

Berdasarkan Sistem Merit

Indeks Sistem Merit Jml. Nilai Aspek (

1. Perencanaan 

Kebutuhuan + 2. 

Pengadaan + 3. 

Pengembangan Karier + 

4. Promosi dan 

Mutasi/Rotasi +

5. Manajemen Kinerja + 

Penggajian, 6. 

Penghargaan dan Disiplin 

+ 7. Perlindungan dan 

Pelayanan + 8. Sistem 

Informasi)

Penguatan kebijakan dan 

implementasi manajemen 

ASN berdasarkan sistem 

merit

Penempatan ASN sesuai 

dengan kualifikasi, 

kompetensi, dan kinerja

Program 

Kepegawaian Daerah

Terlaksananya 

Sistem merit aspek 

kepegawaian ASN

Nilai Aspek merit aspek 

kepegawaian

Jml. Nilai Aspek (

Perencanaan Kebutuhuan + 

Pengadaan + Pengembangan 

Karier + Promosi dan Mutasi/Rotasi 

+

Manajemen Kinerja + Penggajian, 

Penghargaan dan Disiplin + 

Perlindungan dan Pelayanan + 

Sistem Informasi) - Jml nilai Sub 

Aspek ( Ketersediaan strategi dan 

program untuk mengatasi 

kesenjangan kompetensi dan kinerja 

dalam  + Penyelenggaraan Diklat 

untuk mengatasi kesenjangan + 

Pelaksanaan peningkatan 

kompetensi melalui praktik kerja dan 

pertukaran pegawai + pelaksanaan 

peningkatan kompetensi melalui 

coaching, counseling dan mentoring 

+ Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/ 

Pelatihan Dasar bagi CALON PNS)

Pengadaan, 

Pemberhentian 

dan Informasi 

Kepegawaian ASN

Pelaksanaan 

rekrutmen 

pegawai, 

pemberhentian, 

dan pengelolaan 

Sistem Informasi 

kepegawaian

Persentase formasi jabatan 

yang terisi

Realisasi formasi jabatan dibagi 

dengan target formasi jabatan

Sub Kegiatan Penyusunan 

Rencana Kebutuhan, Jenis dan 

Jumlah Jabatan untuk 

Pelaksanaan Pengadaan ASN

Tabel Kebutuhan 

pegawai

Jumlah tabel kebutuhan pegawai yang 

tersusun

Jumlah tabel kebutuhan 

pegawai yang tersusun

TABEL CASCADING PERANGKAT DAERAH TERHADAP DAERAH KABUPATEN BOGOR UNTUK MENDUKUNG PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN



Penguatan kebijakan dan 

implementasi manajemen 

kinerja pegawai

Penilaian kinerja ASN 

secara objektif, terukur, 

dan transparan

Rasio Pegawai Pendidikan 

Tinggi dan Menengah/Dasar 

(%) (PNS tidak termasuk guru 

dan tenaga kesehatan)

Jml. PNS berpendidikan Tinggi 

(D1,D2,D3,S1,S2,S3) / Jml. PNS 

berpendidikan (SD, SMP,SMA)

Persentase akurasi data 

kepegawaian

Jumlah data kepegawaian yang 

terupdate / jumlah target update 

data pegawai

Ketersediaan peta jabatan dan 

rencana kebutuhan pegawai untuk 

jangka menengah (5 tahun) yang 

sudah ditetapkan PPK;

2,5 X (Skor 1 s/d 4)

Pengembangan aplikasi 

kepegawaian berbasis 

teknologi informasi

Pelayanan kepegawaian 

yang cepat, akurat dan 

terdokumentasikan 

secara digital

Rasio Pegawai Fungsional (%) 

(PNS tidak termasuk guru dan 

tenaga kesehatan)

Jml. PNS Fungsional / Jml. PNS 

Kab.Bogor

Nilai Aspek Perencanaan 

Kebutuhan 

Jml. Nilai Sub Aspek 

(Ketersediaan peta jabatan dan  

rencana kebutuhan pegawai 

untuk jangka menengah (5 tahun) 

yang sudah ditetapkan PPK; +  

Ketersediaan data kepegawaian 

secara lengkap dan real time 

yang disusun menurut jabatan, 

pangkat, unit kerja, kualifikasi dan 

kompetensi + Ketersediaan data 

pegawai yang akan memasuki 

masa pensiun dalam 5 tahun 

yang disusun menurut jabatan, 

pangkat, unit kerja + Ketersediaan 

rencana pengadaan untuk 

memenuhi kebutuhan ASN untuk 

jangka menengah (5 tahun) yang 

berasal dari CALON PNS, PPPK 

ataupun PNS dari instansi lain)

Ketersediaan rencana pemenuhan 

kebutuhan ASN jangka menengah (5 

tahun) yang berasal dari CALON 

PNS, PPPK ataupun PNS dari 

instansi lain;

2,5 X (Skor 1 s/d 4)

Nilai Aspek Pengadaan 

ASN (Non LPJ)

Jml. Nilai Sub Aspek 

(Ketersediaan rencana 

pengadaan ASN untuk tahun 

berjalan yang dirinci menurut 

jumlah, jenis jabatan, pangkat, 

kualifikasi, kompetensi, dan unit 

kerja, baik dari CALON PNS, 

PPPK, ataupun PNS dari instansi 

lain serta TNI/ Polri (untuk instansi 

tertentu) + Ketersediaan 

kebijakan internal 

(Permen/Pergub/ 

Perbup/Perwal) terkait 

pengadaan ASN dan TNI/ Polri 

(untuk instansi tertentu)secara 

terbuka, kompetitif, transparan 

dan tidak diskriminatif; + 

Pelaksanaan penerimaan 

CALON PNS/PPPK/ PNS dari 

instansi lain dilakukan secara 

terbuka; + Persentase pegawai 

yang baru diangkat menjadi PNS 

yang  penempatan pertamanya 

sesuai jabatan yang dilamar)

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Fasilitasi Pengadaan PNS dan 

PPPK

ASN yang terekrut Seleksi ASN yang terlaksana (CPNS 

dan P3K)

Nilai Aspek Sistem 

Informasi (Non Assessmen 

center)

Jml. Sub Aspek (Pembangunan 

Sistem Informasi Kepegawaian 

yang berbasis online yang 

terintegrasi dengan sistem 

penilaian kinerja, penegakan 

disiplin dan pembinaan pegawai 

+Penerapan e-performance yang 

terintegrasi dengan Sistem 

Informasi Kepegawaian yang 

berbasis online + Penggunaan e-

office yang memudahkan 

pelayanan administrasi 

kepegawaian)

Ketersediaan rencana pengadaan 

ASN untuk tahun berjalan yang dirinci 

menurut jumlah, jenis jabatan, 

pangkat, kualifikasi, kompetensi, dan 

unit kerja, baik dari CALON PNS, 

PPPK, ataupun PNS dari instansi lain 

serta TNI/ Polri (untuk instansi 

tertentu)

2 X (skor 1 s/d 4)

Nilai Aspek Perlindungan 

dan Pelayanan (Non 

Perlindungan dan 

pelayanan lainnya)

Jml. Nilai Sub Aspek (Penyediaan 

kemudahan bagi pegawai yang 

membutuhkan pelayanan 

administrasi)

Ketersediaan kebijakan internal 

(Permen/Pergub/ Perbup/Perwal) 

terkait pengadaan ASN dan TNI/ Polri 

(untuk instansi tertentu) secara 

terbuka, kompetitif, transparan dan 

tidak diskriminatif;

2 X (skor 1 s/d 4)

Pelaksanaan penerimaan CALON 

PNS/PPPK/ PNS dari instansi lain 

dilakukan secara terbuka;

2 X (skor 1 s/d 4)

Persentase pegawai yang baru 

diangkat menjadi PNS yang  

penempatan pertamanya sesuai 

jabatan yang dilamar

2 X (skor 1 s/d 4)

Sub Kegiatan Koordinasi 

Pelaksanaan Administrasi 

Pemberhentian

SK Pensiun pegawai 1. Jumlah SK Pensiun yang terbit 

tepat waktu

Jumlah SK Pensiun 

yang terbit tepat waktu

2. Ketersediaan data pegawai yang 

akan memasuki masa pensiun dalam 5 

tahun yang disusun menurut jabatan, 

pangkat, unit kerja

2,5 X (skor 1 s/d 4)

3. Kebijakan perlindungan pegawai di 

luar dari jaminan kesehatan, jaminan 

kecelakaan kerja, program pensiun, 

yang diselenggarakan secara nasional

2,5 X (skor 1 s/d 4)

Pegawai yang 

memasuki BUP

2. Terlaksanananya Pembekalan 

Pensiun

Pelaksanaan 

pembekalan pensiun

Sub Kegiatan Evaluasi 

Pemberhentian ASN

Kepuasan layanan Tingkat kepuasan layanan 

pemberhentian

Sub Kegiatan Fasilitasi 

Lembaga Profesi ASN

Lembaga yang 

difasilitasi

Jumlah SK Pensiun yang terbit tepat 

waktu

Jumlah SK Pensiun 

yang terbit tepat waktu

Sub Kegiatan Perumusan 

Bahan Kebijakan Pengelolaan 

Data dan Informasi ASN

Draft Bahan 

Kebijakan

Jumlah draft bahan kebijakan yang 

tersusun

Jumlah draft bahan 

kebijakan yang tersusun

Sub Kegiatan Pengelolaan 

Sistem Informasi Kepegawaian

Pengelolaan SI 1. Jumlah Sistem Informasi 

Kepegawaian yang dikelola

Jumlah Sistem Informasi 

Kepegawaian yang 

dikelola

2. Pembangunan Sistem Informasi 

Kepegawaian yang berbasis online 

yang terintegrasi dengan sistem 

penilaian kinerja, penegakan disiplin 

dan pembinaan pegawai

2 X (skor 1 s/d 4)



3. Penerapan e-performance yang 

terintegrasi dengan Sistem Informasi 

Kepegawaian yang berbasis online

2 X (skor 1 s/d 4)

4. Penggunaan e-office yang 

memudahkan pelayanan administrasi 

kepegawaian

2 X (skor 1 s/d 4)

5. Penyediaan kemudahan bagi 

pegawai yang membutuhkan 

pelayanan administrasi

2 X (skor 1 s/d 4)

Sub Kegiatan Pengelolaan 

Data Kepegawaian

Akurasi data 1. Persentase akurasi data pada 

simpeg

2. Ketersediaan data kepegawaian 

secara lengkap dan real time yang 

disusun menurut jabatan, pangkat, 

unit kerja, kualifikasi dan kompetensi 

(belum semua pegawai mengikuti 

Assessment)

2,5 X (Skor 1 s/d 4)

Mutasi dan 

Promosi ASN

Pengelolaan 

mutasi dan 

promosi ASN

Persentase penempatan 

pegawai sesuai standar 

kompetensinya

Rata2 pengelolaan mutasi 

pegawai dan terisinya fromasi 

jabatan struktural

Sub Kegiatan Pengelolaan 

Mutasi ASN

SK Mutasi Pegawai 1. ASN yang mengikuti test psikologi 

(30)

2. Terlaksananya Mutasi alih Tugas 

Intern Kab. Bogor (200)

Persentase Layanan 

administrasi kepegawaian

pelaksanaan administrasi 

kepegawaian (SK Kenaikan 

Pangkat, Gaji Berkala dan STLUD 

STLUKP 

Sub Kegiatan Pengelolaan 

Kenaikan Pangkat ASN

Dokumen 

Administrasi 

Kepegawaian

1. Terprosesnya SK Kenaikan 

Pangkat (2.500 SK)

2. Terprosesnya KGB tepat waktu (30 

SK)

3. Terbitnya STLUD dan STLUKP 

bagi yang mengikuti UDKP (100 SK)

Nilai Aspek Pengembangan 

Karier (Non Diklat, praktik 

kerja, dan 

coaching/mentoring, 

ketersidaan informasi 

kesenjangan kinerja)

Jml.Nilia Sub Aspek 

(Ketersediaan standar 

kompetensi manajerial, bidang, 

dan sosio kultural untuk setiap 

jabatan + Ketersediaan profil 

pegawai yang disusun 

berdasarkan pemetaan 

talenta/kompetensi; + 

Sub Kegiatan Pengelolaan 

Promosi ASN

Pelantikan 1. Persentase Terisinya formasi 

jabatan struktural

Nilai Aspek Promosi dan 

Mutasi

Jml. Nilai Sub Aspek 

(Ketersediaan kebijakan internal 

(Permen/Pergub/Perbup/Perwal) 

tentang pola karier; + 

Ketersediaan kebijakan internal 

(Permen/Pergub/Perbup/Perwali

) tentang mutasi, rotasi dan 

promosi secara obyektif dan 

transparan dengan mengacu 

kepada rencana suksesi + 

Pelaksanaan kebijakan pengisian 

JPT, Administrator dan 

Pengawas secara terbuka dan 

kompetitif)

2. Ketersediaan standar kompetensi 

manajerial, bidang, dan sosio kultural 

untuk setiap jabatan

5 X (Skor 1 s/d 4)

3. Ketersediaan profil pegawai yang 

disusun berdasarkan pemetaan 

talenta/kompetensi;

5 X (Skor 1 s/d 4)

4. Ketersediaan talent pool dan 

rencana suksesi yang disusun 

berdasarkan profil ASN 

(kualifikasi,kompetensi, dan kinerja) 

dengan mempertimbangkan  pola karir 

instansi

5 X (Skor 1 s/d 4)

5. Ketersediaan informasi tentang 

kesenjangan kualifikasi dan 

kompetensi pegawai;

2,5 X (Skor 1 s/d 4)

6. Penyusunan dan penetapan 

kebijakan internal 

(Permen/Pergub/Perbup/Perwal) 

tentang pola karier;

5 X (Skor 1 s/d 4)

7. Ketersediaan kebijakan internal 

(Permen/Pergub/Perbup/Perwali) 

tentang mutasi, rotasi dan promosi 

secara obyektif dan transparan 

dengan mengacu kepada rencana 

suksesi

2,5 X (Skor 1 s/d 4)

8. Pelaksanaan kebijakan pengisian 

JPT, Administrator dan Pengawas 

secara terbuka dan kompetitif

2,5 X (Skor 1 s/d 4)

Pengembangan 

Kompetensi ASN

Terlaksananya 

pengembangan 

kompetensi ASN

Persentase 

pengembangan 

kompetensi ASN Kab. 

Bogor

Jumlah pegawai yang mengikuti 

Uji Kompetensi, TB/IB, 

Pembinaan jabatan fungsional 

dibandingkan dengan total 

pegawai kabupaten

Sub Kegiatan Pengelolaan 

Assessment Center

Pegawai yang di uji 

kompetensinya

1. ASN yang mengikuti uji kompetensi

Nilai Aspek Sistem 

Informasi (khusus 

Pembangunan dan 

Penggunaan Assessment 

Center)

Jml. Nilai Sub Aspek 

Pembangunan dan penggunaan 

asessment center dalam 

pemetaan kompetensi dan 

pengisian jabatan

2. Pembangunan dan penggunaan 

asessment center dalam pemetaan 

kompetensi dan pengisian jabatan

1 X (Skor 1 s/d 4)

Sub Kegiatan Pengelolaan 

Pendidikan Lanjutan ASN

Surat IB dan 

bantuan TB

Jumlah Pegawai yang mengikuti tugas 

belajar dan pegawai yang 

mendapatkan ijin belajar

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Kerjasama Pelaksanaan Diklat

Dokumen kerjasama Jumlah Dokumen Kerjasama 

pendidikan dan pelatihan teknis

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Kerjasama Pelaksanaan Diklat 

Jabatan Fungsional

Dokumen kerjasama Jumlah Dokumen Kerjasama 

Pelatihan Manajerial dan Fungsional

Sub Kegiatan Sosialisasi dan 

Penyebaran Informasi Jabatan 

Fungsional ASN

Pelaksanaan Bimtek 

DUPAK

1. ASN yang mengikuti Bintek Dupak 

(300)

2. Terprosesnya PAK (200)

Sub Kegiatan Pembinaan 

Jabatan Fungsional ASN

Pengelolaan 

JabFung

Jumlah SK Jabatan Fungsional yang 

diproses

Penilaian dan 

Evaluasi Kinerja 

Aparatur

Terlaksananya 

manajemen kinerja 

ASN

Persentase peningkatan 

kapasitas kinerja dengan 

sistem merit

Sub Kegiatan Penyusunan 

Kebijakan Penilaian dan Evaluasi 

Kinerja Aparatur

Draf perbup 

kebijakan penilaian 

dan evaluasi kinerja

1. Tersusunnya draf PERBUP 

MANAJEMEN KINERJA (1 Dok)

 Persentase penanganan 

pelanggaran disiplin ASN

capaian penangana disiplin asn 

(Penyelesaian Pelanggaran 

Disiplin ASN dan Proses Izin 

Perceraian Pegawai)

2. Tersusunnya draf PERBUP 

PERUBAHAN TPP (1 Dok)

Nilai Aspek Manajemen 

Kinerja

Jml. Nilai Sub Aspek 

(Penyusunan kontrak kinerja yang 

terukur + Penerapan metode 

penilaian kinerja yang obyektif 

3. Terlaksananya Studi Banding 

tentang Manajemen Kinerja dan FULL 

TALENT (2 Kali)



Nilai Aspek Penggajian, 

Penghargaan dan Disiplin

Jml. Nilai Sub Aspek (Kebijakan 

pembayaran tunjangan kinerja 

dikaitkan dengan hasil penilaian 

kinerja + Ketersediaan kebijakan 

internal 

4. Penerapan metode penilaian kinerja 

yang obyektif dan terukur;

2,5 X (Skor 1 s/d 4)

Nilai Aspek Perlindungan 

dan Pelayanan (Non 

Persiapan pensiun)

Jml. Nilai Sub Aspek (Kebijakan 

perlindungan pegawai di luar dari 

jaminan kesehatan, jaminan 

kecelakaan kerja, yang 

5. Kebijakan pembayaran tunjangan 

kinerja dikaitkan dengan hasil 

penilaian kinerja

2,5 X (Skor 1 s/d 4)

Sub Kegiatan Pelaksanaan 

Penilaian dan Evaluasi Kinerja 

Aparatur

Terlaksananya 

penilaian dan 

evaluasi kinerja 

aparatur

1. Persentase Pegawai yang 

mendapatkan peningkatan kapasitas 

(100)

2 .Persentase Pegawai yang 

menyusun SKP (100)

100)

3. Persentase Penyelesaian Sistem 

Informasi Manajemen Kinerja (

4. Persentase Pegawai Yang 

mendapat penilaian Kinerja (Verifikasi 

Kehadiran Pegawai) (100)

5. Persentase Pegawai yang 

mendapat Predikat Kinerja (100)

6. Penyusunan kontrak kinerja yang 

terukur

5 X (Skor 1 s/d 4)

7. Pelaksanaan penilaian kinerja 

secara berkala untuk memastikan 

tercapainya kontrak kinerja;

5 X (Skor 1 s/d 4)

8. Ketersediaan informasi dan strategi 

untuk mengatasi permasalahan kinerja

5 X (Skor 1 s/d 4)

Sub Kegiatan Evaluasi Hasil 

Penilaian dan Evaluasi Kinerja 

Aparatur

Tersusunnya 

evaluasi hasil 

penilaian kinerja

1. Teridentifikasi permasalahan kinerja 

pegawai (1 Dok)

2. Persentase teridentifikasi 

permasalahan Sistem Informasi 

Manajemen Kinerja (100)

3. Persentase pegawai yang 

mendapatkan konseling (100)
4. Tersusunnya rekomendasi laporan 

hasil penilaian kinerja (1 Dok)

5.Penggunaan hasil penilaian kinerja 

sebagai dasar bagi penentuan 

keputusan manajemen terkait 

   pembinaan dan pengembangan 

karier (promosi, mutasi, demosi, 

rotasi, diklat)

2,5 X (Skor 1 s/d 4)

6. Ketersediaan informasi tentang 

kesenjangan kinerja

5 X (Skor 1 s/d 4)

Sub Kegiatan Pengelolaan 

Pemberian Penghargaan Bagi 

Pegawai

Terkelolanya 

pemberian 

penghargaan 

pegawai

1. Persentase pegawai 

berprestasi yang menerima 

penghargaan

2. Ketersediaan kebijakan internal 

(Permen/Pergub/Perbup/Perwali) 

untuk memberi penghargaan yang    

bersifat finansial dan non-finansial 

terhadap pegawai berprestasi luar 

biasa;

2,5 X (Skor 1 s/d 4)

Sub Kegiatan Pengelolaan 

Tanda Jasa Bagi Pegawai

Terkelolanya Tanda 

jasa pegawai

Persentase Pegawai yang 

menerima penghargaan Satya 

Lencana  Karya Satya

Sub Kegiatan Pembinaan 

Disiplin ASN

Terlaksananya 

pembinaan disiplin 

ASN

1. Persentase Wajib LHKPN yang 

menyampaikan  LHKPN (100%)

2.  Persentase Kehadiran 

Pegawai (90%)

3. Persentase Terselesaikannya  

Pengujian Kesehatan Bagi PNS 

yang sakit (100%)

4. Persentase Pegawai yang 

Mengikuti Sosialisasi/Bimtek 

Kepegawaian (100%)

5. Persentase Pegawai yang 

mendapatkan peningkatan 

kapasitas disiplin pegawai (100%)

6. Persentase jumlah cuti (100%)

7. Penegakan kode etik dan kode 

perilaku ASN di lingkungan instansinya

2,5 X (Skor 1 s/d 4)

Sub Kegiatan Pengelolaan 

Penyelesaian Pelanggaran 

Disiplin ASN

Terkelolanya 

penyelesaian 

pelanggaran disiplin

1. Persentase Terselesaikannya 

penanganan pelanggaran disiplin 

(80)

2. Persentase Terbitnya surat 

pernyataan tidak sedang 

menjalani hukuman disiplin 

sedang dan berat selama 1 tahun 

terakhir dan surat keterangan 

tidak sedang/pernah menjalani 

proses pidana sebagai syarat 

pensiun (100)
3. Pengelolaan data terkait 

pelanggaran disiplin, pelanggaran 

kode etik dan kode perilaku yang 

dilakukan pegawai

2,5 X (Skor 1 s/d 4)

Sub Kegiatan Pelayanan 

Proses Izin Perceraian Pegawai

Terlayaninya izin 

perceraian pegawai

Persentase izin perceraian yang 

terbit dari kasus yang diterima

Sub Kegiatan Evaluasi disiplin 

ASN

terlaksananya 

evaluasi disiplin ASN

Tersusunnya laporan Evaluasi  

disiplin pegawai



Peningkatan pendidikan 

dan pelatihan berbasis 

kualifikasi dan kompetensi

Melaksanakan pendidikan 

dan pelatihan ASN secara 

efektif dan efisien 

berdasarkan gap 

kompetensi

Program 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia

Tercapaianya Aspek 

aspek 

pengembangan 

kompetensi pegawai

Persentase Pemenuhan 

Pengembangan Kompetensi 

20 JP / Tahun ASN Kab. Bogor

(Jml. ASN yang mengikuti PK >=20 

Jp / Jml ASN Kab. Bogor ) X 100%

Pengembangan 

Kompetensi Teknis

Terlaksananya 

pengembangan 

kompetensi teknis 

sesuai standar

Persentase ASN yang 

berkompetensi teknis 

sesuai standar

Capaian pegawai yang mengikuti 

pengembangan kompetensi 

teknis sesuai target

Sub Kegiatan Penyusunan 

Kebijakan Teknis Dan Rencana 

Pengembangan Kompetensi 

Teknis Umum, Inti, dan Pilihan 

Bagi Jabatan Administrasi 

Penyelenggara Urusan 

Pemerintahan Konkuren, 

Perangkat Daerah Penunjang, 

dan Urusan Pemerintahan 

Umum

Dokumen AKD dan 

EPD

1. Jumlah Dokumen Analisis 

Kebutuhan Diklat dan Evaluasi 

Pasca Diklat Teknis yang tersedia

Rasio Jabatan Fungsional 

bersertifikat Kompetensi (%) 

(PNS tidak termasuk guru dan 

tenaga kesehatan)

(Jml. PNS Fung. Bersertikat 

kompetensi / Jml PNS Fung) X 

100%

Nilai Aspek Pengembangan 

Karier (khusus Diklat, 

praktik kerja, dan 

coaching/mentoring, 

ketersidaan informasi 

kesenjangan kinerja)

Jml. Nilai Sub Aspek 

(Ketersediaan strategi dan 

program untuk mengatasi 

kesenjangan kompetensi dan 

kinerja dalam rangka peningkatan 

kapasitas ASN; + 

Penyelenggaraan Diklat untuk 

mengatasi kesenjangan + 

Pelaksanaan peningkatan 

2. Ketersediaan strategi dan program 

untuk mengatasi kesenjangan 

kompetensi dan kinerja dalam  rangka 

peningkatan kapasitas ASN

2,5 X (Skor 1 s/d 4)

Nilai Aspek merit aspek 

pengembangan sumber daya 

manusia

Jml Nilai (Aspek Aspek Pengadaan 

Sub Aspek (Pelaksanaan LPJ 

(Pelatihan Prajabatan/ Pelatihan 

Dasar bagi CALON PNS)) + Nilai 

Aspek Pengembangan Karier Sub 

Aspek ( Ketersediaan strategi dan 

program untuk mengatasi 

kesenjangan kompetensi dan kinerja 

dalam  + Penyelenggaraan Diklat 

untuk mengatasi kesenjangan + 

Sub Kegiatan Penyelenggaraan 

Pengembangan Kompetensi 

Teknis Umum, Inti, dan Pilihan 

Bagi Jabatan Administrasi 

Penyelenggara Urusan 

Pemerintahan Konkuren, 

Perangkat Daerah Penunjang, 

dan Urusan Pemerintahan 

Umum

Pegawai yang 

mengikuti Bangkom 

Teknis

Jumlah Pegawai yang Mengikuti 

Pengembangan Kompetensi 

Teknis

2. Pelaksanaan peningkatan kompetensi 

melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;
2,5 X (Skor 1 s/d 4)

3. Pelaksanaan peningkatan kompetensi 

melalui coaching, counseling dan mentoring
2,5 X (Skor 1 s/d 4)

Sertifikasi, 

Kelembagaan, 

Pengembangan 

Kompetensi 

Manajerial dan 

Fungsional

Terlaksananya 

pengembangan 

kompetensi 

manajerial dan 

fungsional sesuai 

standar

Persentase ASN yang 

berkompetensi manajerial 

dan fungsional sesuai 

standar

Capaian pegawai yang mengikuti 

pengembangan kompetensi 

manfung  sesuai target

Sub Kegiatan Penyusunan 

Kebijakan Teknis dan Rencana 

Sertifikasi Kompetensi, 

Pengelolaan Kelembagaan, 

Tenaga Pengembang 

Kompetensi, Sumber Belajar, 

Kerjasama, Pengembangan 

Kompetensi Pimpinan Daerah, 

Jabatan Pimpinan Tinggi, 

Kepemimpinan dan 

Prajabatan,Sertajabatan 

Fungsional

Dokumen AKD dan 

EPD

Jumlah Dokumen Analisis 

Kebutuhan Diklat dan Evaluasi 

Pasca Diklat Pengembangan 

Kompetensi Manajerial dan 

Fungsional yang tersedia

Nilai Aspek Pengadaan     

(khusus Pelaksanaan LPJ)

Nilai Sub Aspek Pelaksanaan LPJ 

(Latihan Pra Jabatan) bagi CPNS

Sub Kegiatan Pelaksanaan 

Sertifikasi Kompetensi di 

Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten/Kota

Pegawai yang 

mengikuti sertifikasi 

kompetensi

Jumlah Pegawai yang mengikuti 

Sertifikasi Kompetensi

Sub Kegiatan Penyelenggaraan 

Pengembangan Kompetensi 

Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan 

Pimpinan Tinggi, Jabatan 

Fungsional, Kepemimpinan, dan 

Prajabatan

Pegawai yang 

mengikuti Bangkom 

Manajerian dan 

Fungsional

Jumlah Pegawai yang Mengikuti 

Pengembangan Kompetensi 

Manajerial dan Fungsional

2. Pelaksanaan Pelatihan 

Prajabatan/Pelatihan Dasar bagi 

CALON PNS

2 X (Skor 1 s/d 4)

3. Penyelenggaraan Diklat untuk 

mengatasi kesenjangan

2,5 X (Skor 1 s/d 4)

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

Terfasilitasinya Pelaksanaan 

Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah

Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Dan Evaluasi 

PD yang tersusun

Sub Kegiatan Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Dokumen 

perencanaan PD

Jumlah Dokumen Renstra 

Perubahan, Renja 2021 dan 

Renja Perubahan 2021 yang 

tersusun

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD

Dokumen RKA Jumlah dokumen RKA yang 

tersusun

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD

Dokumen 

Perubahan RKA

Jumlah dokumen Perubahan 

RKA yang tersusun

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan DPA-SKPD

Dokumen DPA Jumlah dokumen DPA yang 

tersusun

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Perubahan DPA-

SKPD

Dokumen 

Perubahan DPA

Jumlah dokumen Perubahan 

DPA yang tersusun

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Dokumen Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja PD

Jumlah Dokumen 

LPPD,LAKIP,LKPJ dan JanKin 

yang tersedia

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Dokumen Evaluasi 

Kinerja PD

Jumlah Dokumen ISO, Monev, 

publikasi kinerja dan Laporan 

EvKin Bulanan, Triwulan, Akhir 

Tahun yang tersedia

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Laporan 

Keuangan Perangkat 

Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN

Pembayaran Gaji 

dan Tunjangan 

Pegawai

Jumlah Laporan Pembayaran 

gaji, tunjangan dan TPP PNS dan 

CPNS yang dilaksanakan

Sub Kegiatan Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

Dokumen 

penatausahaan 

keuangan PD

Jumlah laporan penatausahaan 

dan verifikasi keuangan BKPSDM 

yang terlaksana

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Dokumen LRA dan 

fungsional

Jumlah Dokumen Laporan LRA 

dan Fungsional Bulanan yang 

tersusun

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD

Dokumen Laporan 

Keuangan

Jumlah Dokumen Laporan 

Keuangan Akhir Tahun yang 

tersusun

Sub Kegiatan Pengelolaan dan 

Penyiapan Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan

Dokumen 

pemeriksaan

Jumlah Dokumen pemeriksaan 

yang tersedia

Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Dokumen Laoran 

semesteran

Jumlah Laporan Semesteran 

yang tersusun



Sub Kegiatan Penyusunan 

Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi Anggaran

Dokumen Prognosis Jumlah Laporan Prognosis yang 

tersusun

Administrasi 

Barang Milik 

Daerah pada 

Perangkat Daerah

Jumlah Layanan 

Administrasi Umum

Sub Kegiatan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD

Dokumen 

penatausahaan 

BMD

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Barang Milik Daerah

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Jumlah Layanan Aparatur Sub Kegiatan Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi

Pegawai yang 

mengikuti Bimtek 

Jumlah pegawai yang mengikuti 

Bimtek Pegawai dan jasmani 

rohani pegawai

Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah

Jumlah Layanan 

Administrasi Umum

Sub Kegiatan Penyediaan 

Aspek Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Penyediaan alat 

listrik dan 

penerangan kantor

Jumlah Alat listrik dan penerangan 

gedung kantor

Sub Kegiatan Penyediaan 

Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Penyediaan ATK Jumlah Bahan Kerja berupa ATK 

dan Toner

Sub Kegiatan Penyediaan 

Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan 

peralatan RT

Jumlah peralatan rumah tangga 

Piring, Gelas, Sendok, Mangkok, 

Rak Piring yang tersedia

Sub Kegiatan Penyediaan 

Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Bahan 

Logistik

Jumlah bahan logistik Air Minum 

dan Solar

Sub Kegiatan Penyediaan 

Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan kantor

Jumlah barang Cetakan, Spanduk 

dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan 

Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

Tersedianya koran Jumlah bahan 

bacaan/Koran/Surat Kabar yang 

tersedia

Sub Kegiatan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

tersedinya mamin 

tamu

Jumlah Mamin Tamu dan Mamin 

Rapat

Sub Kegiatan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

terfasilitasinya 

Perjadin Rakor dan 

konsultasi PD

Jumlah SPPD Dalam Daerah, 

SPPD Luar Daerah yang 

terlaksana

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Jumlah Layanan 

Administrasi Umum

Sub Kegiatan Pengadaan 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan 

kendaraan dinas / 

jabatan

Jumlah kendaraan dinas jabatan 

yang tersedia

Sub Kegiatan Pengadaan 

Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan

penyediaan 

kendaraan dinas / 

lapangan

Jumlah Kendaraaan Operasional 

yang tersedia

Sub Kegiatan Pengadaan 

Mebel

penyediaan 

mebeulair kantor

Jumlah Mebelair yang tersedia

Sub Kegiatan Pengadaan 

Peralatan dan Mesin Lainnya

penyediaan 

peralatan dan mesin 

kantor

Jumlah Laptop pendukung 

bendahara yang tersedia

Sub Kegiatan Pengadaan 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

penyediaan gedung 

kantor

Pelaksanaan Perencanaan 

Pengadaan Gedung Arsip (DED)

Sub Kegiatan Pengadaan 

Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

penyediaan sarpras 

pendukung kantor

Jumlah perlengkapan kantor 

Mesin Penghancur Kertas, 

TV/MAT, Instalasi Telepon, AC 

dan Kamera, Jaringan Tlp, 

Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Jumlah Layanan 

Administrasi Umum

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

penyediaan jasa 

surat menyurat 

kantor

Jumlah Materai 6000 = 923, 300 

= 820, dokumentasi arsip PD 

yang tersedia

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik

pembayaran 

rekening listrik, air 

dan internet

Jumlah dokumen pembayaran 

Listrik, Telepon dan Air yang 

terlaksana

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor

penyediaan jasa 

pelayanan umun

Jumlah Dokumen penyediaan 

Alat Kebersihan, Masker, Jasa 

Kebersihan dan Retribusi 

Kebersihan dan tenaga 

keamanan yang tersedia

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Jumlah Layanan 

Administrasi Umum

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

STNK dan service 

kendaraan dinas

Jumlah kendaraan dinas yang 

dibayarkan perizinannya Roda 4 = 

14 unit, roda 2 = 10 unit

Sub Kegiatan Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin Lainnya

pemeliharaan 

peralatan

Jumlah Perbaikan Komputer, 

Printer, Mesin Tik, Alat 

Studio/LCD yang terpelihara

Sub Kegiatan 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya

pemeliharaan 

gedung kantor

Jumlah rehabilitasi Perbaikan atap 

gd I, Pembuatan pos satpam, 

Pelebaran ruang bidang penilaian 

kinerja)

Sub Kegiatan 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

pemeliharaan 

sarpras gedung

Jumlah Gedung Kantor BKPP 

yang terpelihara

Sub Kegiatan 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

pemeliharaan 

sarpras pendukung

Jumlah prasarana pendukung 

gedung kantor yang terpelihara


